BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN

Menimbang

Mengingat

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam

Pasal 26 ayat (2), Pasal 53 ayat (5), Pasal 66 ayat (2),

Pasal 78 ayat (3), Pasal 79 ayat (3), Pasal 83 ayat (2),

Pasal 93, dan Pasal 96 ayat (4) maka perlu

membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan  Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4535);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan  Sosial (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5029);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan  Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107,
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19.

20.

21.

22.

23.

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5251);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
beberapa kali dirubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5871);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998
tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3754);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4532);

~ 4 ~



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaran
Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51095);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998
tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3754);

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999
tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang
Cacat;

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat



Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN WAJO NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Wajo.

Bupati adalah Bupati Wajo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang
dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas
untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan
negara dan masyarakat.

Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud
atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan,

penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima
keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang
melekat tanpa berkurang.

Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk
melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang
Disabilitas.

Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi,
melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan
Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan
pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang
menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang
tangguh dan mandiri.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk
Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan
Kesempatan.

Derajat disabilitas adalah tingkat kedisabilitasan yang disandang
seseorang.

Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang
tepat dan diperlukan wuntuk menjamin penikmatan atau
pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan
fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan
kesetaraan.

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan
hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta
didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan
pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam
mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,
mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai
kemampuannya.

Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan
pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta

didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau
pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-
sama dengan peserta didik pada umumnya.

Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan
komponen sistem pendidikan pada satuan atau program
pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses
pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan
nasional.

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi
kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat
keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan
kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi
dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan
kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan
untuk  memungkinkan Penyandang  Disabilitas mampu
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan
masyarakat.

Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani

dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan
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penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,

penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
Pasal 2

Tata cara pelaksanaan kerjasama untuk mendorong dan memfasilitasi

upaya penguatan dan pembangunan usaha ekonomi penyandang

disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha

sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha;

b. pemerintah daerah bersama pelaku usaha menyusun kebijakan
operasional terkait upaya penguatan dan pembangunan usaha
ekonomi penyandang disabilitas; dan

c. OPD yang terkait dengan pendayagunaan penyandang disabilitas
dapat memberikan rekomendasi kepada penyandang disabilitas
guna mempermudah untuk mendapatkan akses permodalan pada

lembaga keuangan.
Pasal 3

Jaminan kesehatan sosial khusus untuk penyandang disabilitas miskin

dan rentan sebagai berikut :

a. asuransi kesejahteraan sosial;

b. pemberian kartu indonesia sehat (KIS);

c. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan profesional;

d. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas
yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
dan

e. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat, petugas sosial
kecamatan dan jaminan kesehatan khusus dijamin oleh pelaksana

teknis daerah atau penyelenggara jaminan sosial daerah.
Pasal 4

Tata cara pemenuhan hak penyandang disabilitas dibidang sosial
sebagai berikut :

a. rehabilitasi sosial;



b. sosialiasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang
disabilitas;

c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang aktifitas dan
partisipasi sosial penyandang disabilitas;

d. jaminan sosial; dan

e. pemberdayaan sosial.
Pasal 5

Penyediaan fasilitas yang aksesibel untuk mendukung Penyandang
Disabilitas dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan adat secara
mandiri sebagai berikut :
a. setiap penyandang disabilitas memiliiki hak dan kesempatan yang
sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan adat.
b. aksebilitas fisik meliputi :
1) bangunan umum dan sarana prasarana;
2) pertamanan dan pemakaman umum;
3) jalan;
4) angkutan umum; dan
5) perpusatakaan dan arsip.
c. akses ke, dari dan di dalam bangunan, pintu dan ram, tangga lift
yang aksbesible, tempat parker dan tempat turun penumpang.
d. toilet, loket, tempat minum, peringatan darurat, tanda-tanda atau

signame.
Pasal 6

Tata cara penyediaan pelayanan pendampingan penyandang disabilitas

yang terlibat permasalahan hukum sebagai berikut :

a. kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian setempat melakukan
koordinasi dengan dinas sosial;

b. pegawai dinas sosial bersama TKSK melakukan pendampingan

kepada penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

Pasal 7

Kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur
evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan

perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas sebagai berikut :
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a.

Setiap penyadang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan
aksebilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap
tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan

kebutuhannya.

b. Tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi :

1) pra bencana;

2) saat tanggap darurat;

3) pasca bencana; dan

4) penyelamatan tanggap darurat adalah upaya perlindungan

terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan dengan
memberikan  prioritas berupa  penyelematan evakuasi,
pengamanan, pelayanan kesehatan, posko sosial dan

pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 8

Upaya mewujudkan dan menfasilitasi terwujudnya aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas sebagai berikut :

a.

pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat berkewajiban
memfasilitasi terwujudnya aksebilitas penggunaan fasilitas umum
bagi penyandang disabilitas;

pengunaan fasilitas umum harus memenuhi prinsip kemudahan,
keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan
kemandirian;

bangunan umum sarana dan prasarana;

jalan dan angkutan umum; dan

fasilitas jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi
isyarat lalu lintas, jalan penyeberangan bagi pejalan kaki dan

penyandang disabilitas.

Pasal 9

Tata cara pemberian penghargaan kepada penyandang disabilitas yang

berprestasi dalam bidang sosial, pendidikan, seni, budaya, pariwisata,

kepemudaan dan olahraga sebagai berikut :

a.

pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada dunia
usaha, masyarakat serta penyandang disabilitas yang telah berjasa

dalam mewujudkan perlindungan penyandang disabilitas.
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b. penghargaan yang bias dilakukan berupa :
1
2
3
4

) piagan atau sertifikat;

) lencana atau medali;

) trophy; dan/atau

) insentif/ uang pembinaan dan tali asih.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 11 Mei 2018
BUPATI WAJO,
TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 11 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
ANDI TENRILIWENG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM
TTD
Hj. ANDI KHAERANI, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2018 NOMOR 36
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